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PEMERIKSAAN PENGELOLAAN TERHADAP PEMUMGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUMNAN
iStudi Kasus Di Kabupaten Tanah Datar)
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ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber panerimazan negara yang sangat penting artinya bagi |
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasianal sebegai pengamalan pancasila yang |
berujuan uniuk meningkstkan kemakmuran dan kesgjehieraan rakyat, dan oleh karena iy |
periv dikeiola  dengan meningkalkan  peren  sens masvarakat sesuai dengan |
kemampuannya. Salah satu benfuk paak pusal adalgh pajak bumi dan bangunan. Dalam |
pemungulan pajak bumi dan bangunan melibatkan banyak instansi terkait dan objek pajak |
vang luas. Uniuk mengetanul eteklivitas dan efisiens: dalam pemungutan pajak bumi dan
bangunan ini maka diadakan sualu pemerksaan pengelolaan. Dalam penelitian e penoliti |
memilin kabupalen Tanah datar sebagal daerah tempst digdakan nya penelitian. Dalarm

penaiitian ini digunakan cata perkembangan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan |
dar tahun 2000-2006 Dan panelitian ini didemukan bahwa secara umum pengelolaan pajak |
bumi dan bangunan di kabupaten Tanah datar menggambarkan keberhasilan yang cukup

mnnggambilakan Ddil“: dari seql I"EEI-:IEEIEi pemungutan maupun dari segi administrasi |

Skrpsi te"ah mperl.aha nkan di depan sdang p-engup dan -mn yalakan [ulus pada fanggal 9 Mei
2008, dengan penguji

~T
F

Tanda | 1. & ; 3 -
Ry 'I"‘*.u.- 1
Tangan iy g
Hama A 3 .
Te Dra, Srl Dawi Edmawat] M. 50, Akt {Ira, Riza Rani Yanili M.5i, Ak Dirs. Aries Tano, Msi, Ak
Mengaiahui:

Fetua Jurusean o Dr, Yuskar, MA&, Akt
MIP. 1231 622 305 Tandatangan

Alumnus telah mendafar ke fakultas dan elah mendapat Momor Alumnus:
| Felugas Fakuitas / Universitas

Mo Alumni Fakultas Nama Tanda tangan:
|
| |

| Ma Alumni Universitas Marna: Tanda tangar:




BaRl1

PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang
Sehagal nepara vang sedang membangun. Indonesia membanuhkan banyak dunu
[ untuk  menvelenggarakan  pembangunan nasional  sehingea  cita-cita bangsa  untuk
Cmewnjudkan masvarakat adil. makmur dan sejaiters dapat tercapai.  Pembangunan
nasional adalah kegintan vang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yung
| bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spirituil, Lintuk
dapal merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan
penthangunan,

Salal satu usaba untuk mewuiudkan kemandirian s bangsa atau negara dalam
sembiavaan pembangunan vaitn mengeali sumber dana yang berasal dan dalam negen:
terupa pajak. Pajak merupakan salab salu sumber penerimaan negara yang sangal penting
atimva hapi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan
Pancasila vang bertujuan umuk meningkatkan kemakmuran dan kesejaiieraan rakyat. dan
oleh karena itu pertu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakatl sesual dengan
LEMAMPUANTYL

Ada hermacam-macam definisi tentang pajak. Beriku adalah definisi vang
dikemukakan oleh Prof. Dr. PJA Adriani. Definisi ini banyak dikutip oleh pakar
serpajakan di Indonesia, seperti R Santoso Brotodibargo, SH dan Prof, Dr. Rochma

=oernitro, SEE{2000



v Pk adalal fwren rabyar kepada kas pegare berdosarkan wndang-unding (o
dugreit dipaksafan) dengan Hada mendapal jasa timbal fkomrapresion) vang lrrgaung
ot ditunikkan dan vang digunekean wituk membayvar pengeliaran wiwam

Dasi definisi diatas jelaslah babwa pemungutan pajak tecbadap rakyat berdasarkan
suatu kepastian hukum dalam bentok undang-undang vang mempunyai lungs: vang
sangat penting schagal sumber kevangan negara. Diharapkan penenmaan negara duri
sektor perpajakan inl akan menunjang suksesnys pembangunan. Unuk terlaksananya
usala ini maka pemerintah mengawali upavanya dengan mengeluarkan undang-undang
haru tentane perpajakan. karena undang-undang perpajakan vang lama dirasakan sudah
ticlak sesuni lagi dengan perkembangan zaman sckarang ini

Salah satu undung-undang vang dikeluarkan dalam rangka relormast perpajakan
gdalah Undanp-undang No. 6 twhun 1983 tentang ketentean umum dan tata cara
perpajikan (disingkat UL KUP)L Undang-undang ini kemudian dinbah dengan Undang-
undang Mo, % tabun 1994 dan divbah lagl dengan Undung-undang No. 16 tabun 2000,
walaupun teluh divbab dus kali. nama vndang-undang tersebut tetap sama. yvaity widang-
undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Salah satu bentuk pajsk pusal, tetapi sebagian besar penerimaannya diberikan
kepada daerah adalah Pajak bumi dan bangunan. Pajek bumi dan bangunan adalab pajak
udak langsung vang dikenakan atas benda berupa harta tak bergerak vaitu bumi dan
bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat{dalam hal i
dilakukan eleh Dirjen Pajak vang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan
pemmerintah daerah. Keterlibatan pemerintah daersh dikarenaskan persentase pembagian

nasil  peperimaannya schagian  besar  dialokasikan kepada  pemernntah daerah.
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PENUTLP

5.1, Kesimpulan

L]
'

Fangeuny jewal pemungutan pajak bumi dan bangunan & kabupsten Tanah Batar
cecara keselurghan berada pada Direkorat Jenderal pajak vang dalam hal ini
dileksanakan oleh kantor Dings Pendapatsn Dacrah tingkat [T Tanzh Datar yang
erada dalam naungan KP. PBBE Selok (KP, PRB Solok termasuk dalam wilavah 11
Sumatera bagian tengah yang wilayah kerjanya meliputu kabopaten Solok, kodya
Solok. kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan kabupaten Tanah Datar) bekerjasama
dengan pihak kecamatan. kelurzhandkepala desa. Penagihan dom pemunguian ini
hanva meliputi sektor pedesaan dan sektor perkotzan saja. tdak lermasuk sckior
pertambangan. perkebunan. dan kehutanan

Dalam meningkatkan penerimaan PBB kanter Dinas Pendapatan Pacrah tingkat 1
Tanuh Datar menpgunakan sistem intensilikasi dan ekstensifikasi objek pajak bumi
dan hangunan. Intensifikast dimaksudkan sebagat usaha membaharui data yang sudah
ada. sedangkan ckstensifikasi bertujuan untuk menjanng objek PEB vang baru.
Secars umum  pengelolsan PBB di kabupasten Tanah Datar  menggambarkan
keberhasilan vang cukup menggembirakan batk dan realisasi pemungutan maupun
dari sepi administrast pengelolaan pada tingkat kecamatan dan deswkelurahan dari 15
kecamatan dan kecamatan pembantu vang ada di kabupaten Tanah Datar. Dimuana
keherbasilan pengelolasn PBE terscbut atas kera keras dan kemavan yang sunggub-

sungguh dari selursh aparat vang terkail di dalamnya, sena kesadaran dan dukungan
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